PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELE

‘NOMOR ?OO/ 985/HK/201%

. ‘TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAH
BUPATI BULELENG,

. a. bahwa sesuai dengan Pasal 32 aya
Negeri Nomor 39 Tahun 2012, yaif]

Menimbang

'N ANGGARAN 2016

(1) Peraturan Menteri Dalam
| Kepala Daerah menetapkan

Mengingat

30.

4.

‘Bantuan Sosial Tahun Anggaran 201

. Lembaran Negara Republik Indonesis

Peraturan Perundang-Undangan

. keuangan Daerah (Berita Negara

daftar penerima dan besaran ban
kepala daerah berdasarkan pera
peraturan kepala daerah tentang p
bahwa berdasarkan pertimbangan s¢
perlu menetapkan Keputusan Bupa

Undang-Undang Nomor 69 Tahun
Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Bali, Nusa Tenggara Barat dan N
Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 3

(Lembaran Negara Republik Indors

Tambahan Lembaran Negara Republ
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Negara (Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republ
Undang-Undang Nomor 12 Tah

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahus
Daerah (Lembaran Negara Republik
244, Tambahan Lembaran Negara
sebagaimana telah diubah beberap
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tq
Undang-Undang Nomor 23 Tah
Daerah (Lembaran Negara Repub
58, Tambahan Lembaran Negara Rep
Peraturan Pemerintsh Nomor 58 J
Keuangan Daerah (Lembaran Negs
2005 Nomor 140, Tambahan Lemb
Nomor 4578); : :
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pedoman Pengelolaan Keuangan Da;
terakhir dengan Peraturan Menteri]
2011 tentang Perubahan Kedua

Nomor 310);

an sosial. dengan keputusan
daerah tentang APBD dan

agaimana dimaksud huruf &,
tentang Penetapan Penerima

1958 tentang Pembentukan
bvah Daerah-Daerah Tingkat I
a Tenggara Timur (Lembaran
1058 Nomor 122; Tambahan
Nomor 1655);

P03 tentang Keuangan Negara
sia Tahun 2003 Nomor 47;
Indonesia Nomor 4286);

004 tentang Perbendaharaan
b donesia Tahun 2004 Nomor S;
Indonesia Nomor 4355);

2011 tentang Pembentukan
Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

2014 tentang Pemerintahan
Indonesia Tahun 2014 Nomor

Jdnublik Indonesia Nomor 5587),

kali, terakhir dengan Undang-
tang Perubahan Kedua Atas
.2014 tentang Pemerintahan

dl Indonesia Tahun 2015 Nomor

blik Indonesia Nomor 5679);
hun 2005 tentang Pengelolaan
a Republik Indonesia Tahun

il-an Negara Republik Indonesia

jomor 13 Tahun 2006 tentang

rah sebagaimana telah diubah,

f
'Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 |fentang Pedoman Pengelolaan
R
!

Republik Indonesia Tahun 2011




Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

1., Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
* 2. Inspektur Kabupaten Buleleng

: Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Ts

: Segala biaya yang timbul sebagai akib
.dibebankan pada Perubahan Anggaran

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada

11 66 Tahun 2015 tentang
dan Belanja Daerah Tahun

paten Buleleng Tehun 2015

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nofhor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman, Pemberian Hibah dan Bs fuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belagja Daerah sebagaimana telah

. diubah dengan Peraturan Menteri Dajam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Pergffuran Merteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang P ~=- Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dd{i Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540); ' .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buldleng Nomor 1 Tahun' 2007
tentang Pokok -Pokok Pengelolaan euangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bule ng Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Bélanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten|{Buleleng Tahun 2015 Nomor
11);

Peraturan Bupati Buleleng Nomd

Penjabaran Anggaran Pendapatan
Anggaran 2016 (Berita Daerah Ka
. Nomor 66); ‘

MEMUTUS

hun Anggaran 2016;

ial Tahun Anggaran 2016
ebagaimana tercantum dalam
terpisahkan dari keputusan

Daftar nama penerima bantuan g
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
lampiran dan merupakan bagian yang tide
ini; - :

: Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban/| bantuan sosial sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu agar dilaksans

an sesuai dengan peraturan
Perundang -Undangan yang berlaku; !

ditetapkannya keputusan ini
ndapatan dan Belanja Daerah
6; : . :
tanggal ditetapkan.

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2

Hpkan di Singara,ia. .
Sadal tanggal, 30-Desember 2015
RATI BULELENG,

JJAGUS SURADNYANA

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabtipaten Buleleng

4. Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Buleleng

5. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Bagian lingkup Pemerint Daerah Kabupaten Buleleng

Sallnan Sesyal Den r'giAsnn
Kepala Bagian bgi um v

e



